
BUPATIBONE 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI BONE 
NOMOR '.!>O TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE 
NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN 

KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KABUPATEN BONE 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE, 

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata 
Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, 
Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor 14 Tahun 2015 serta Peraturan 
Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
15 Tahun 2015 dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku; 

b. bahwa Peraturan Bupati Bone Nomor 80 Tahun 
2017 perlu disesuaikan dengan dinamika 
perkembangan peraturan perundang-undangan 
dan kebutuhan masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Bone Nomor 80 Tahun 2017 
tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Bone; 



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara.an Negara yang Bersih dan Bebas 
dan korupsi, Ko\usi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecrt, dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Repubilk Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tahun 
2014, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 



Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 
tentang lnovasi Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor6123); 

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 221); 

12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang 
Percepatan Pe!aksanaan Berusaha; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dmas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu; 

14. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 138 Tahun 
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Oaerah; 

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman 
Modal; 

16. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 11 
Tahun 2014 tent.ang Pelayanan Publik {Lembaran 
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone 
Nomor 9); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bone Nomor 5); 

18. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukari dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); 



19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bone Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bone Nomor 13); 

20. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2014 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13); 

21. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015 
tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non 
Perizinan di Kabupaten Bone; 

22. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Togas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bone (Serita Daerah Kabupaten Bone 
Tahun 2016 Nomor 13). 

MEMVTUSKAN : 

Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE 
NOMOR 80 TAHUN 2017 TENT ANG 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELA.YANAN 
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS 
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 
SATU PllfTU KABUPATEN BONE 

Pa.al I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 80 Tahun 
2017 ten tang Pendelegastan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone diubah sebagai berikut: 
I. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 
{I) Jen is Perizinan dan Non Perizinan yang pengelolaannya 

didelegasikan untuk diselenggarakan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
sebagai berikut: 
a. lzin Mendirikan Bangunan (!MB); 
b. lzm Usa.ha lndustri (JUI); 
c. Surat fain Usaha Perdagangan ( SIUP ); 
d.' !zin Reklame; 
e. !zin Usaha Jasa Konstruks1 ( IUJK ); 
f. !zm Sarana Kesehatan; 
g. !zin Tenaga Kesehatan; 



h. lzin Penelitran; 
1. lzin Usaha Perikanan Pembudidayaan lkan; 
J. lzin Lingkungan; 
k. lzin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(PPLH), 
I. lzin Trayek; 
m. Izin Lokasi; 
n. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 
o. Tanda Daftar lndustri {TD!); 
p. Tanda Daftar Gudang (TDG); 
q. lzin Lembaga Pe\atihan Kerja; 
r. Perpanjangan [zin Mempekerjakan Tenaga asing (IMTA); 

d= 
s. Pemberian Perizinan dan Fasrlitas Penanaman Modal. 

(2) Segalajenis perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bone yang belum tercantum pada ayat 
(I) menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kecuali perizinan dan non 
perizinan yang diatur eecara khusus melalui Undang- 
Undang. 

(3) Pelayanan penzman dan non perizinan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf s mengacu kepada ketentuan 
peraturan perundang-undangan terkait perizinan dan 
fasilitas penanaman modal. 

(4) Pendelegasian urusan kewenangan pengelolaan perizinan 
dan non perizinan sebagaimana dimak:sud pada ayat (!) dan 
ayat (2), surat izinnya ditandatangani oleh Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

(5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu 
hanya dapat menerbitkan surat izin dan / atau menolak 
penerbitan surat izin sebagaimana dimak:sud pada ayat (I) 
dan ayat (2) setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim 
Teknis. 

(6) Tim Teknis sebagaimana dimak:sud pada ayat (5) ditetapkan 
melalui Keputusan Bupati. 

(7) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 
perizinan sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) dan ayat (2), 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu 
bertanggung jawab secara administratif, sedangkan 
tanggungjawab teknis berada pada OPD teknis terkait. 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menyis.ipkan I (satu) ayat (la) 
diantara ayat (1) dan ayat (2) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 
benkut: 



Pa,al 7 
(I) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan pendelegasian wewenang perizinan 
dan non perizinan. 

(la) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan 
non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab OPD 
teknis terkait seeuar dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Oalam hal ditemukan dan/atau terdapat kekehruan 
berdasarkan basil pengawasan dan evaluasi dalam 
pelaksanaan pendelegasian wewenang akan ditinjau 
kembali. 

(3) Evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non 
penzman pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu drlakukan dengan metode Survei 
Kepuasan Masyarakat secara berkala. 

Paaal a 
Peraturan Bupati ini mulai ber\aku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati im dengan penempatannya dalam Belita Daerah. 

Ditetapkan di Watampone 
pada tanggal B M,.,.µ;T ?-C>(6'l 
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Diundangkan di Watarn 
pada tanggal 
SEKRETAR!S DAERAH KABUPATEN BONE, 

A, SURYA DARMA 
BERITA D1ERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR :3o 


